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ABSTRACT 

Meri Ramayenti, 2014. Designing Management of Technology Information 
Organizations To Support The Process Action Of Bukittinggi Government. 
(Case Study of Department of Transportation Communication and 
Information). 
 

IT organization takes its role in the management of Information 
Technology at Bukittinggi in order to IT implementations which is currently 
running that can make a positive contribution in governance. Futhermore, 
structurally, as the Communication and Information Sector, IT organizations have 
limited authority today. The purpose of this study was to  design appropriate IT 
management organization which was needed in Bukittinggi Government.  

 
This research used development which was begun by the identification of 

the condition of the current IT organisation then followed by the needs analysis of 
IT organizations from various aspects, including legal aspects, analysis controlling 
major IT services, business analysis and strategic alignment of IT strategy by used 
ITBSC COBIT4.1. The need analysis wasthe basis design of the IT management 
organization. APQ PCF was used as tools to determine business process which 
was being running  by the IT organization, and involving competency model in 
each position wasformed. The test of the product was conducted by experts.  

 
The result of this study showed the current condition of the IT organization 

was not accommodated to IT processes as required at the Bukittinggi 
Government. Structurally, the result proposes to found an unit which had a 
specific role as IT organizer. Job competency models were developed, based on 
the values of Bukittinggi Government organization to observe the business 
processes which was run.  

 

Keywords: Organizational IT, COBIT 4.1, APQ PCF, Competence 
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ABSTRAK 
 

Meri Ramayenti, 2014. Perancangan Organisasi Pengelola Teknologi Informasi 
Untuk Menunjang Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bukittinggi. 
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika). Tesis Pascasarjana 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. 
 

Organisasi TI dibutuhkan perannya dalam pengelolaan Teknologi 
Informasi di Kota Bukittingg agar implementasi TI yang ada saat ini dapat 
memberikan kontribusi yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara 
struktural, Bidang Kominfo selaku organisasi TI saat ini memiliki kewenangan 
yang terbatas.Tujuan penelitian ini untuk merancang organisasi pengelola TI yang 
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi.   

 
 Penelitian ini bersifat pengembangan yang diawali dengan identifikasi 

terhadap kondisi pengorganisasin TI saat ini kemudian dilanjutkan dengan analisa 
kebutuhan organisasi TI dari berbagai aspek, antaralain aspek legalitas, analisas 
layanan utama TI, analisa keselarasan strategi bisnis dan strategi TI menggunakan 
ITBSC COBIT4.1. Analisa kebutuhan menjadi dasar perancangan organisasi 
pengelola TI. APQ PCF dijadikan tools untuk menentukan proses bisnis yang 
dijalankan oleh organisasi TI, serta melibatkan kamus kompetensi dalam 
menyususn model kompetensi masing–masing jabatan yang terbentuk. Uji 
terhadap produk yang dihasilkan pada penelitian ini dilakukan oleh para pakar. 

 
Temuan penelitian ini memperlihatkan kondisi organisasi TI saat ini belum 

mengakomodir proses-proses TI yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota 
Bukittinggi Secara struktur diusulakan sebuah satuan kerja perangkat daerah yang 
khusus berperan sebagai pelaksana TI. Model kompetensi jabatan yang 
dikembangkan, berdasarkan nilai–nilai organisasi pemerintah Kota Bukittinggi 
dengan memperhatikan proses bisnis yang dijalankan. 

 
 

Kata Kunci : Organisasi TI, COBIT 4.1, APQ PCF, Kompetensi  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi (TI) di lingkungan pemerintah saat ini 

merupakan suatu kebutuhan yang harus dimanfaatkan dalam rangka 

mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Ward dan Peppard (2002) 

menyatakan bahwa sebagian besar organisasi di dalam industri, perdagangan 

dan pemerintahan saat ini telah menyadari pentingnya teknologi 

informasi/sistem informasi untuk mendukung operasional bisnis dan juga 

menciptakan peluang baru dari sumber-sumber yang dapat memberikan 

keuntungan kompetitif. Hal ini telah disadari oleh pemerintah dan secara 

nyata dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.  

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Inpres, 2003). 

Berdasarkan instruksi inilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

mengimplementasikan TI dalam penyelenggaraan pemerintahaannya, 

termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi.  

Implementasi pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan TI di 

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah sejak lama dilakukan, namun 

keseriusannya baru tampak ketika disahkannya Anggaran Pemerintah Belanja 

Daerah (APBD) Kota Bukittinggi untuk pembangunan infrastruktur 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Tahun 2007. Pembangunan 

infrastruktur untuk penyelenggaraan TIK diawali dengan pembuatan website 

resmi Pemerintah Kota Bukittinggi yang beralamat www.bukittinggi,go.id. 

Melalui website ini berbagai informasi publik ditampilkan berupa rangkaian 

kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi, serta data-data umum tentang Kota 

Bukittinggi seperti: pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan 

serta lain-lain.   
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Kemudian pembangunan infrastruktur TIK ini dilanjutkan dengan 

pembuatan jaringan interkonekesi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Interkoneksi 

ini dikenal dengan istilah “Jaringan Kota”. Jaringan kota merupakan jaringan 

intranet dan internet yang menghubungkan 28 lokasi SKPD yang saling 

berjauhan. Tujuan dari pembangunan jaringan ini adalah untuk 

mempermudah terjadinya pertukaran data/informasi antar SKPD-SKPD 

dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.  

 Pembangunan jaringan ini juga disertai dengan penggunaan berbagai 

aplikasi-aplikasi TI  yang tersebar di beberapa SKPD dan dikelola oleh SKPD 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dimana beberapa aplikasi 

yang dikembangkan berfungsi pada tingkatan menghimpun data, bersifat 

sektoral dan tidak memiliki kemampuan berbagi informasi dengan institusi 

lain. Namun ada beberapa aplikasi lain memiliki kemampuan berbagi 

informasi dengan institusi lain, akan tetapi masih dalam tahap pengembangan. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. Daftar Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Bukittinggi 
NO NAMA APLIKASI Landasan 

Yuridis 
SKPD  Berwenang  

 
1 Website Pemko Bukittinggi 

(bukittinggikota.go.id) 

Inpres no 3 
Th.2003 

Dishubkominfo 
 

2 Website SKPD : 
- dprdbukittinggikota.go.id 
- pariwisatabukittinggi.com 
- dkk.bukittinggikota.go.id 
- disdikpora.bukittinggikota.go.id 

 
-DPRD 
-Disbudpar 
-Dinkes 
-Disdikpora 

3 Portal Intranet Bukittinggi   Dishubkominfo 
4 SIPKD  

 (Sistim Informasi Pengelola 
Keuangan Daerah)   

PP No. 56 Tahun 
2005 

DPKAD 

5 SIMPEG  
(Sistim Informasi Kepegawaian) 

SK Mendagri 
Nomor 17 tahun 
2000 

BKD 

6 SIAK (Sisitim Informasi 
Administrasi Kependudukan) 

- Keputusan 
Presiden Nomor 
88 Tahun 2004. 

Perwako 
Bukittinggi 
Nomor 14 Tahun 
2005; 

Disdukcapil 
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7 SPSE (Sistim Pengadaan Barang / 
Jasa Secara Elektronik) 

- Undang-undang 
Nomor 11 
Tahun 2008 

Perpres nomor 54 
tahun 2010 

Dishubkominfo 
Bag. Pembangunan    

8 INFOKES (aplikasi informasi 
kesehatan) 
 Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 
2008 

Dinkes 

9 SISUKA (Sistim Informasi Surat 
Menyurat Kelurahan) 

Dishubkominfo 

10 SICANTIK (Layanan perizinan 
online)  

BP2TPM 

11 Aplikasi e- Office (tahap 
pengembangan) 

Inpres no 3 
Th.2003 

 Dishubkominfo 

12 Aplikasi Server  : 
- Mail server 
- Monitoring jaringan  

Inpres no 3 
Th.2003 

Dishubkominfo  

  Sumber: Bidang. Kominfo (Seksi Perangkat Lunak, 2013). 

 

Daftar aplikasi/sistim informasi Pemerintah Kota Bukittinggi ini juga 

menunjukkan bahwa  telah dilakukannya pelayanan pemberian informasi oleh 

Pemerintah Kota Bukittinggi kepada para stakeholder-nya. Dimana melalui 

website resmi pemerintah kota dan website–website SKPD, berbagai 

informasi publik ditampilkan. Eksistensi berbagai website di lingkungan 

Pemerintah Kota Bukittinggi menggambarkan bahwa Pemerintah Kota 

Bukittinggi melalui teknologi informasi telah berupaya menyediakan, 

memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah 

kewenangannya.  

Akan tetapi Pemanfaatan jaringan kota sebagai infrastruktur TI belum 

dirasa maksimal. Melalui jaringan kota yang ada semestinya Pemerintah Kota 

Bukittinggi bisa memanfaatkannya  untuk menjalankan aplikasi yang bisa 

dipakai secara bersama. Namun kondisi saat ini, pemanfaatan jaringan 

tersebut baru sebatas sharing koneksi internet ke SKPD-SKPD. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, hanya 

3 (tiga) aplikasi saja yang dijalankan melalui jaringan kota, yakni SIPKD 

(Sistim Informasi Pengelola Keuangan Daerah), SIAK (Sistim Informasi 

Administrasi Akte Kelahiran) dan SPSE (Sistim Pengadaan Barang/Jasa 

Secara Elektronik).  Website kota yang seharusnya bisa dijadikan sarana 
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integrasi untuk aplikasi-aplikasi yang dapat bersentuhan langsung dengan 

masyarakat, tidak dimanfaatkan secara nyata. Website hanya berisi informasi-

informasi umum secara sepihak dari pemerintah, belum ada aplikasi di 

website yang menyebabkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan 

para stakeholder-nya. 

Selain adanya hardware dan software, pemanfaatan teknologi 

informasi membutuhkan sumberdaya manusia untuk menjalankannya. 

Ketersediaan SDM  yang mempunyai kemampuan yang cukup untuk 

melaksanakan bidang pekerjaan diperlukan guna menjamin terlaksananya 

pekerjaan dengan baik. Pada saat ini  Kota Bukittinggi mempunyai 86 orang 

tenaga teknis bidang komputer  dengan jenjang pendidikan S1 dan D3. 

Tenaga-tenaga teknis tersebut tersebar  di 28 SKPD dan di sekolah (lampiran 

2).  Tidak semua tenaga-tenaga teknis tersebut bekerja sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki. Sebagian besar dari tenaga teknis bekerja dan ditempatkan 

pada SKPD yang belum memanfaatkan teknologi informasi. 

Salah satu misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2010-2015 adalah “Menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government”. Tata 

kelola pemerintahan yang baik sangat erat hubungannya dengan tata kelola 

TI. Menurut Hendri (2008) tata kelola TI (IT Governance) dapat memberikan 

supporting terhadap penerapan tata kelola yang baik pada semua perusahaan 

dan organisasi (termasuk organisasi pemerintahan) yang menerapkannya. Tata 

kelola TI bertujuan untuk mengarahkan TI dan memastikan pencapaian kinerja 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga keberhasilan TI memberikan 

kontribusi yang positif bagi tercapainya tujuan sebuah organisasi.   

Upaya untuk mewujudkan tatakelola yang baik telah mulai dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan 

pendayagunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan 

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi di bidang TIK. Panitia ini dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 118.4-276-2013. Sebagai 
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tindak lanjut pelaksanaannya, seluruh pengadaan perangkat TIK pada SKPD-

SKPD terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Tim pelaksana 

TIK yang dalam hal ini adalah Bidang Komunikasi dan Informatika pada 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bidang Kominfo dijadikan 

leading sector dalam hal terkait urusan TI/TIK. 

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya didukung oleh 28 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), 

seperti terlihat dalam daftar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Bukittinggi pada tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2. Daftar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 
No Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
1 Sekretariat Daerah  
2 Sekretariat DPRD 
3 Inspektorat  
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA ) 
5 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
7 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT & PM) 
8 Kantor Lingkungan Hidup (KLH) 
9 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan dan Nagari (KPMPKN) 
10 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

(KESBANGPOLINMAS) 
11 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) 
12 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB ) 
13 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA) 
14 Dinas Kesehatan  
15 Dinas Pertanian  
16 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (DISOSNAKER) 
17 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (DISHUBKOMINFO) 
18 Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 
19 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
20 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) 
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) 
22 Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) 
23 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( DISDUKCAPIL) 
24 Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) 
25 SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 
26 Kecamatan Madiagin 
27 Kecamatan Guguk Panjang 
28  Kecamatan ABTB 

Sumber : Kumpulan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Tahun 
2013 



6 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa untuk melaksanakan 

urusan pemerintah daerah, Kota Bukittinggi memiliki 9 (Sembilan) SKPD 

yang berbentuk Dinas dan 12 (dua belas) SKPD yang berbentuk lembaga 

teknis berupa Badan/Kantor. Tiap SKPD memiliki urusan dan kewenangan 

masing-masing.  

Selanjutnya dari daftar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Bukittinggi, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan 

informasi berada pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan 

Informatika (Dishubkominfo). Hal ini ditegaskan sesuai dengan hasil studi 

dokumentasi terhadap rencana pengembangan TIK Pemerintah Kota 

Bukittinggi tahun 2013 – 2017, menerangkan bahwa organisasi pengelola TI 

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi saat ini berada pada Bidang Komunikasi 

dan Informatika (Bidang Kominfo) pada SKPD Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika.  

Bidang Kominfo selaku organisasi pengelola TI pada Pemerintah Kota 

Bukittinggi mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola sarana/prasarana 

teknologi informasi berupa infrastruktur jaringan informasi yang berbasis 

teknologi, pengolahan data elektronik, pembinaan sistem informasi 

manajemen pemerintah daerah dan perumus kebijakan teknis di bidang 

komunikasi dan informatika (Dishubkominfo, 2010).  

 Hasil studi dokumentasi terhadap dokumen rencana strategis (Renstra) 

Dishubkominfo, pengelolaan TI yang dilakukan oleh Bidang Kominfo masih 

bersifat parsial. Pengelolaan terkait perencanaan, infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), website kota dan pelatihan terhadap 

Sumber Daya Manusia (SDM) TI merupakan tugas pokok Bidang Kominfo, 

sedangkan pengelolaan TI untuk informasi dan beberapa aplikasi yang terkait 

dengan proses bisnis SKPD, pengembangannya masih dilakukan oleh 

masing-masing SKPD sesuai kebutuhan bisnisnya berdasarkan rekomendasi 

dari Bidang Kominfo. 

Secara garis besar terdapat dua bagaian utama yang terkait dengan tata 

kelola TI di pemerintahan, pertama struktur dan peran, bagian kedua adalah 
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proses (Depkominfo, 2007). Di dalam struktur TI diatur entitas apa saja yang 

berperan dalam pengelolaan proses-proses TI/TIK dan bagaimana pemetaan 

perannya dalam pengelolaan proses-proses TI/TIK tersebut. Tata kelola TI 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berarti termasuk 

didalamnya pengelolaan sumber daya TI. 

 Pengelolaan sumber daya TI yang efektif memerlukan suatu unit khusus 

yang terdiri atas para professional informasi. Pada saat ini unit khusus atau 

disebut juga organisasi TI yang dikelola oleh seorang manajer dan merupakan 

area bisnis utama yang memasukkan manajer puncaknya ke dalam kelompok 

eksekutif senior. Manajer puncak organisasi TI dapat melakukan pengambilan 

keputusan-keputusan penting bagi organisasi utamanya  (Gareth, 2007). 

Dalam pembinaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah, 

koordinasi antara SKPD pengguna TI dengan Bidang Kominfo selaku 

organisasi TI belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kondisi ini terlihat 

ketika Dinas Kebudayaan dan Parwisata mengembangkan websitenya 

(www.bukittinggiwisata.com). Domain dari website tersebut tidak 

mencerminkan bahwa itu adalah website pemerintah. Untuk sewa hosting 

website tersebut, Dinas kebudayaan dan Pariwisata masih mengalokasikan 

anggaran/biaya pertahunnya, sementara Bidang Kominfo telah menyediakan 

kapasitas hosting untuk seluruh website SKPD.  

Selain itu, aplikasi yang dibangun masih berdiri sendiri belum bisa di 

integrasikan dengan aplikasi lain sehingga terlihat akan ego kepemilikan data 

antar SKPD yang terkait. Hal ini menggambarkan koordinasi yang lemah 

antara SKPD pengguna teknologi informasi  dengan Bidang Kominfo selaku 

organisasi penggelola TI.  

Menurut kepala Bidang Kominfo salah satu faktor kurangnya eksistensi 

Bidang Kominfo selaku organisasi yang bertanggung jawab terhadap TI di 

Pemerintahan Kota Bukittinggi adalah kurangnya kejelasan peran dan 

terbatasnya kewenangan dari Bidang Kominfo sebagai pengelola TI kota. 

Struktur Bidang Kominfo  dirasa tidak efektif, tupoksi dari seksi-seksi yang 
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ada pada Bidang Kominfo ini dirasa kurang mengakomodir kegiatan yang 

dijalankannya (Kabid Kominfo, wawancara pribadi, 2/09/2013).  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika seperti yang terlihat pada gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dishubkominfo Kota Bukittinggi 

(Sumber: Perda Kota Bukittinggi No 10 Tahun 2013) 
 

 Dilihat dari struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi 

Bidang Kominfo, yakni struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika (Dishubkominfo) pada gambar 1.1. Bidang Kominfo 

merupakan level menengah, yang dikepalai oleh eselon IIIb. Secara 

kewenangan Bidang Kominfo merupakan middle manager (manajer 

menengah) yang memiliki kewenangan terbatas. Selain itu struktur seperti ini 

akan menjadi kendala dalam melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya 

mengingat pengelolaan TI yang menjadi tugas pokoknya meliputi seluruh 

SKPD di Pemerintahan Kota Bukittinggi.  
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 Keterlibatan organisasi TI dalam tata kelola TI dipemerintahan 

sangatlah penting. Putra dan Dana (2008) dalam penelitiannya terkait 

perancangan tata kelola untuk mengelola TI dalam organisasi dan faktor yang 

mempengaruhi asimilasi TI dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat mengapa investasi TI 

berjalan kurang baik di pemerintahan  adalah struktur organisasi. Oleh karena 

itu diperlukan rancangan organisasi TI yang selaras dan sejalan dengan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bukittinggi. 

Perancangan organisasi ini didasari dari analisa kebutuhan sehingga 

bisa sesuai, layak dan bisa diterapkan. Analisas melibatkan ITBSC COBIT 

4.1 sebagai tools, hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara strategi 

bisnis dan strategi TI. Selain itu proses-proses bisnis organisasi TI haruslah 

mendukung tujuan organisasi utamanya. Oleh karena itu digunakanlah APQ 

PCF. Penggunaan teknologi informasi yang cukup signifikan di Kota 

Bukittinggi,menjadikan peran dan fungsi sebuah orgasnisasi TI sangat 

diperlukan.  

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Pemanfaatan Infrastruktur TI di Pemerintah kota bukittinggi belum 

maksimal.   

2. Pengelolaan TI yang dilakukan oleh Organisasi TI saat ini masih bersifat 

parsial. 

3. Koordinasi antara SKPD pengguna TI dengan Bidang Kominfo selaku 

organisasi pengelola TI belum sepenuhnya berjalan dengan baik.  

4. Kewenangan Bidang Kominfo selaku organisasi pengelola TI terbatas, hal 

ini terlihat dari struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi 

Bidang Kominfo. 

5. Struktur Bidang Komunikasi dan Informatika saat ini belum efektif dan 

kurang mengakomodir seluruh kegiatan yang dijalankannya. 
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C. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya cakupan penelitian ini maka penulis hanya 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan pada masalah organisasi pengelola TI di Pemerintah 

Kota Bukittinggi yaitu peran, jabatan dan kewenangan pada struktur 

organisasi tersebut dalam pelaksanaan proses-proses tata kelola TI.  

2. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Bukittinggi. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi oganisasi TI di Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini. 

2. Bagaimana rancangan organisasi pengelola TI yang sesuai, layak dan 

bermanfaat untuk Pemerintah Kota Bukittinggi guna mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan. 

E. Tujuan Penelitian  

1 Untuk mengetahui kondisi organisasi TI di Pemerintah Kota Bukittinggi 

saat ini. 

2 Untuk mengetahui rancangan organisasi pengelola TI yang sesuai untuk 

Pemerintah Kota Bukittinggi guna mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan. 

F. Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian ini adalah  sebagai bahan  masukan  bagi 

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menata kembali kelembagaan yang ada, 

sekaligus sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan 

restrukturisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.  
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G. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan berupa rancangan Organisasi pengelola TI yang 

meliputi: 

1. Struktur organisasi, ditampilkan dalam bentuk bagan struktur organisasi 

beserta penjelasan masing-masing departemen yang terbentuk.  

2. Deskripsi pekerjaan terhadap jabatan yang terbentuk terdiri dari : tanggung 

jawab, kewenangan jabatan, tugas pokok, tugas tambahan serta hubungan 

internal.   

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola TI.  

H. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian   

Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi peneliti untuk memberikan 

pedoman dan arahan strategis bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 

menata kelembagaan terkait organisasi pengelola teknologi informasi. 

Selanjutnya rancangan organisasi pengelola TI yang dihasilkan merupakan 

restrukturisasi dari organisasi pengelola TI yang ada saat ini serta disesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada. Karakterisitik dari rancangan haruslah selaras 

dengan kebutuhan dan strategi bisnis organisasi utama dalam hal ini adalah 

Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga sumber daya TI yang ada, dapat 

dikelola dengan baik yang pada akhirnya dapat mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Penelitian ini memanfaatkan pengolahan data secara deskriptif kualitatif 

terhadap kondisi-kondisi yang ada saat ini dan hanya melakukan 

pengembangan berdasarkan proses-proses TI yang ada pada kerangka kerja 

COBIT 4.1. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi perancangan organisasi 

pengelola TI seperti budaya organisasi tidak dibahas dalam penelitian ini.   

 

 

   



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

1. Organisasi TI yang ada saat ini belum mengakomodir proses-proses TI 

yang seharusnya ada di Pemerintah Kota Bukittinggi. Ditinjau dari 

pengorganisasian TI, fungsi TI sat ini terdesentralisasi dengan tipe 

organisasi yang berbentuk Horizontal process tunels dan memiliki 

infrastruktur organisasi berbentuk machine bureaucracy. 

2. Rancangan Organisasi pengelola TI yang sesuai dan layak untuk 

Pemerintah Kota Bukittinggi secara struktur harus dapat mengakomodir 

proses-proses TI yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 

penyelenggaraan pemerintah. Selain itu SDM (Sumber Daya Manusia 

(SDM) pengelola TI perlu memiliki kompetensi umum dan komptensi 

teknis yang menunjang kinerja sesuai dengan tugas dan kewenanggannya.  

B. Implikasi   

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian adalah: 

1. Implikasi Teoritis: Rancangan organisasi TI diselaraskan dengan metode 

BSC COBIT 4.1 sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Penggunaan analisa dari berbagai aspek dan penggunaan PCF pada 

peneltian ini telah menghasillkan rancangan organisasi yang bisa 

diaplikasikan pada kasus sejenis di instansi pemerintahan lainnya. 

2. Implikasi Praktis: terciptanya tata kelola TI yang baik di Pemerintah Kota 

Bukittinggi khususnya terkait struktur dan peran dalam mengelola proses-

proses TI. 
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C. Saran   

Saran yang diberikan agar implementasi rancangan organisasi pengelola 

TI Pemerintah Kota Bukittinggi yang diusulkan adalah: 

1. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan soasialisasi kepada seluruh 

stakeholder Pemerintah Kota Bukittinggi terkait tata kelola organisasi TI.  

2. Untuk mengatur kelembagaan SKPD terkait organisasi TI dirumuskan 

dalam sebuah aturan yang mempunyai aspek legalitas hukum berupa 

Peraturan Walikota  (perwako) maupun Peraturan Daerah (perda).  

3. Menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi untuk lebih optimalnya 

pengelolaan TI dan pemberdayaan SDM itu sendiri. 
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